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TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF BAGI
PEMILIH PEMULA, POJOK PENGAWASAN
DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

MhmmkabumnggaﬂﬂbulmMuetmhunDuaRibuDuaPuthubmpndan :
PengaquumlihanUmumKabupmn Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini : o

1. AGUS HUTRIAL TATUL, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
S Aelestaves Dua Sijunjung, berkedudukan di Jalan M -
N Kampurg Benu Nige Siojug Ko SN ES
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil
B«Mmmmmmmmmmmrmmmm
mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemlih
Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan
hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA
PIHAK dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula,
Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling
menguntungkan;

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam
rangka Pengawasan Pemilw/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok
Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling
menguntungkan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
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8. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye;

9. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

10. Penyebarluasan informasi tentang “Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;

11. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;

12. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai
kesepakatan;

13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada
anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

MonhuﬁngpehksannnPeqanjmKﬂJaSmlmdlhhhnoHIMpM
dan/atau PARA PIHAK secara bersama-sama. R e aa i T ERT Y
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3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka
waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja
Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan
terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh
PARA PIHAK, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka
penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP b
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